
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR :9 TAHUN 2OI5

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PEMANFAATAN DANA

KAPITASIDANNoNKAPITASIPROGRAMJAMINANKESEHATANNASIONALDI
FASILITASKESEHATANTINGKATPERTAMAMILIKPEMERINTAHDAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkarr mutu pelayanan

kesehatan pada plnyelenggaraan 'Jaminan Kesehatan

Nasionalberdasarkan-Undang-UndangNomor40Tahun
2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-

UndangNomor24Ta]nun2oLltentangBadanPenyelenggara
Jaminaln Sosial serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19

Tahun 2ol4 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan

DukunganBiayaOperasionalpadaFasilitasKesehatan
Tingkai pertama Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 7 | Tahun 2OI3 tentang
pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional

telah dianggarkan dur<trngan Dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Eehnja N9glo unhrk operasional

p"fiir".rr., keslhatan yang dilalmkan. oleh Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintatr Daerah;

b. bahwa dalann rangka tertib administrasi pengelolaan

keuangan daerah ter-kait dengan pembayaran Dana Kapitasi

dan Non Kapitasi oleh Bad"tt p"ty"lenggara Jaminan sosial

Kesehatan t .pra" Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah dipandang perlu men1rusun Petunjuk

Teknis Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan.Non

Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas

Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Kabupaten KePulauan Sangihe;
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

d.alam hr;i;-a"" rt"t'r u' pirlu menetapkan Peraturan

Bupati t.nt.t'g p"tunjuk femis .p""g:]:l"an 
Pendapatan dan

pemanfaat*.,-"O"r" Kapitasi dan Non Kapitasi P19Sr,am

Jaminan Kesehatan Ur"iott"i dii Fasilitas Kesehatan Tingkat

pertama M;iik p;merintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe.

1. Undang-Undang Nomor 29.Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkai II di sulawesi (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 1g5g Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor L822\;

2.Undang-Und,angNomor33Tahum2oo4tentangPerimbangan
Keuangan A;;;* Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Ne-#a nepublik Ind.onesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4438);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Jaminan sosial Nasiona,l (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor aa56l;

4.Undang-UndangNomor.28Tahun2oogtentangPajakDaerah
DanRetribusiDaerah(LembaranNegaraRepubliklndonesia
Tahun 2OO4 Nomor 13C), Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5Oa9);

5.Undarrg-UndarrgNomor36Tahun2oogtentangKesehatan
(kmbaran il;&" Rep-rrblik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144,

Tambatran Irmbararr Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nom'cr 24 Tahun 2Ol7 tentang Badan

penyelen ggi^ iaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun20LlNomor116'TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256),:-

T.Undairg-UndangNomor12Tahun2olltentangPembentukan
PeraturanPerundang-Undangan(Lem.baranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 20ll ttomoig2, Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 52a31;

S.Undang-UndangNomor23Tahun2ot4tentangPemerintahan
Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2ol-4
Nomor 244, Tambaha'" L"*btian Negara Republik I-ndonesia

Nomor5587)sebagainranatelahdiubahbeberapakaliterakhir
dengan Unda,,g-rJndang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang

PerubahanKeduaAtas;Undang-UndangNomor23Tahun2oL4
tentang pemerintahan Daerai (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 5679);

I
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g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang

PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun ZOO:; Nomor l'4O' Tambahan Lembaran

Negara Republik Ind'onesia Nomor a578);

lo.PeraturanPemerintahNomor33Tahun2oo7tentang
PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

KabupatenlKota(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
2oo7 Nolno._ gz, Ta:elbahan LembataL.L Negara Republik

Indonesia Nomor a737);

ll.PeraturanPemerintahNomor4lTahun2oo7tentang
OrganisasiPerangkatDaerah(LembaranNegaraRe_publik
Indonesia Tahun iooz Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 47a\;

L2.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2o1O tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

DaerahDanRetribusiDaerah(LembaranNegaraReoublik
Indonesia Tahun 2o1o Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

13. peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang

Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi

Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara

(Lembaran N"g"r" Republik indonesia Tahun 2oI4 Nomor 167,

Tambahan Lembaranteg"ra Republik Indonesia Nomor 5557);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2Ol3 tentang Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol3
Nomor29'sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan
Presiden Nomor r r r Tahun 2oI3 tentang Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2ot3 Tentang Jaminan

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oI3
Nomor 29);

15. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2o7+ tentang Pengelolaan

dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

Pada Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama Milik Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ol4
Nomor 81);

16. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr sebagaimana telah

diubah bebera[a kali terakhit dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 
-zt t"rrrn 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalzrm Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2ol4 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 32);
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18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang
Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor t287\;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tah'un 2Ol4 Nomor 87fl;

2o.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2oL4 tentang
Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya operasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2or4 Nomor
58e);

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15
Tahun 2OO8 tentang Organisasi dan Tata Keqja Dinas Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembararl Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2OO8 Nomor 15) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 T'ahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2ooB tentang organisasi
Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2Ol2
Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor L6
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2O08
Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Nomor 7 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembaga Teknis
Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sangihe
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2Ol4
Nomor 7);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5
Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun 2OO9 Nomor 5);

24. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2OlO
Nomor 23);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGPETTJNJUKTEKNIS
PENGELOLAAN bNN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN

NoNKAPITASTpnocnnlvtJAMINANKESEHATANNASIoNAL
DIFASILITASKESEHATAN_TINGKATPERTAMAMILIK
PEMERINTaHoeBnaHKABUPATENKEPULAUANSANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di ma'ksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauzrn Sangihe;

2. pemerintah Daerah adalah penyelenggera uruSaII Pemerintatran oleh

pemerintah Daerah dan Dewan plrwakila, Ralyat Daerafr menurut asas

otonomi dan T\rgas Pembantuan dengal prinsip otoloou- seluas-luasnya

dalam sistem dan p.i.r"rp 
-=Negari 

-fesatrran 
Reputlik Indonesia

sebagaim".r"--ai*aksud dala^m Urida,g-Unda'g Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun t945;

3. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penYelen ggar a Pemerintah D aerah ;

4. Bupati ad'alah Bupati Kepulauan Sangihe;

5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

KePulauan sangihe;

T. Kementerian Kesehatan adalatr Kementerian Kesehatan Republik

Indonesia;

8'DinasPendapatan,PengelolaanKeuangandanAsetadalahDinas
Pendapatan, Pengelolaan K.,".,g"' dan Aset Kabupaten Kepulauan

Sangihe;

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah

Kepala Dinas pengelolaan p"rra"p"i"o k.rrrrgu.n dan Aset Daerah yang

selanjutnya disebirt fepala pPas. PPKAD yang mempunyai tugas

melaksa,"k*, Fjelolaan-ApBD dan berti,dak sebagai bendahara umum

daerah;

10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat

yang diberi tugas untuk -.i*J".takan fungsi bend'ahara umum daerah;
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11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD

adalahdokumenperencanaandarrpenganggarany-1lE^berisirencana
pendapatu-rr, ...""na belanja progra* d3l-kegiatan SKPD serta rencana

pembiayaan sebagai d'asar penJrusunan APBD;

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran s;KPD {"'g selanjutnya.disingkat DPA-

SKPDadalahdokumenyang'memuatp..ta"p"tan,belanjldl"pembiayaan
yang aigU.rat a., sebaiai -dr"r, pelaksanaan anggaran oleh pengguna

anggaran;

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan sKPD yang selanj'utnya disingkat PPK-

SKPD adalah pejabat yang m-elaksanakan fungsi tata usaha keuangan

pada SKPD;

14. Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 3d"t*::14?-N:geri sipil yang

ditunj uk untuk menj alant 
".t-zurrg"i 

merrerima, menyimpan' membayarkan'

menatausahakan, dan mempertanggungawabkan Dana Ihpitasi dan Non

Kapitasi;

15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah la'g ditentukan

oleh Bupati untuk menampurrg "Ltrt 
rh penerimaan daerah dan membayar

seluruh Pengeluaran daerah;

l6.Rekening Kas umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Bupati ,t'tt''k menampung seluruh

penerima"., J".rrh dan *"*L"y"r seluruh pengeluaran daerah pada bank

yang ditetaPkan;

lr.Jarninan Kesehatan Nasional yarlg selanjutnya disebut JKN adalah

Jaminan berupa perlindungan" kJsehatan "i'* pes:* memperoleh

manfaat pemelihar""r, kesef,atan dan pertndungan dalam memenuhi

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepadaielap orang yang telah

membayar iuran atau iurannya dib"y"r oleh pemerintah;

18. Badan Penyelen #ffa Jaminan sosial yang selanjutnya disebut BPJS

adalah Badan hukum pruiit yang dibentuk untuk menyelenggarakan

program jaminan kesehatan;

19. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang.dibayar dimuka

oleh BpJS Kesehatan kepad'a pasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

berdasarkan jumlah pesert"'t;"g terd'aftar tanpa memperhitungkan jenis

dan jumlah pllayanan kesehatan yang diberikan;

2O.Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS

Kesehata, t "p"i" Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis

dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan;

21. Iuran adalah sejumlah uang yang, dibayarkan secara teratur oleh peserta'

pemberi kerja dan/atam p"rri"ii.ttlt, uniut< program jaminan kesehatan;
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22.PesertaPenerimaBantuanluranyangselanjutnyadisebutPBladalah
Kepata nrr.,'^ir-^i"rrig, Mi..il-- ei 

- 
wiilyah {"p'i^t'"' Sangihe beserta

anggota keluarganya yang diJJtartcan oleh Pemerintah kepada BPJS;

23. peserta pekerja adalah pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya atau

pekerja a^p"i*.ndaftarkan Jiri ""u.g"i 
p"""tta kepada BPJS Kesehatan;

24.Pesertabukanpekedag^,pesertalainnyaadalahindividuyang
mendaftarkan diri dan r.lil"G"v" sebagli peserta kepada BPJS

Kesehatan;

25.PemanfaatarrDanaKapitasidarrNonKapitasiadalahtatacara
penganggaran, pelaks"rr";;' p"r-tr""ah:an dan pertanggungjawaban

Da,a Kapitasi dan Non *id:l-;;; diterima oleh Fasilitas Kesehatan

Tingkat plrtama dari BPJS Kesehatan;

26. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas perayanan kesehatan yang digunakan

untuk menyelenggarakan ,|;* n"LV*t3t kesehatan perorangan' baik

promotif, p!|o"rfr, k rr"di';*irr, 
- 
retrauititatir yang dilakukan oleh

Pemerintatr;P;;;;tah Daerah dan / atau Masvarakat;

27. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertarrra yanq selanjutnya disebut FrmP addah

Fasilitas Kesehata, Milik P;;tittd; Kalupaten Klpdaua' Sa,gihe yang

melalrtrkan pelayanan kesehatan p"ror.r,gull*g u"t"ifat-non spesialistik

untuk kepeiluan observasi,-&-"gio"i", p"t**"t"L, pengobatan dan/atau

pelaYanan kesehatan lainnYa;

28. Fl(rP Rawat Jatan Tingkat Pertama selanjutnya disebut RJTP adalah

pelaya,an kesehatan p"rg;;; y*r* dilaksanakan tenaga medis di FKTP

dala6 rangtra observasi,-ai"gn;*i", pengobatan d'anlatau pelayanan

kesehatam i.ttg bersifat umum lainnya;

29. FI$P Rawat Inap Tillgkat Pertama selanjutnya di-seput RITP adalah

pelayanan kesehatan p"roorg*l*g ailrr.i*r"t *t oleh tenaga medis di

FKTP rawat inap dalam *rr;i;;;erv-asi,,&."T::ts' pengobatan dan/ atau

pelayanan kesefiatan yang bersifat umum latnnya;

3O. Fasilitss pelayanan kesehatan tingkat pertama adalatr fasilitas kesehatan

yang mempunyai kompeti] *t[t -imUeritan pelayanan ting]<at dasar

(R.rpT, rute, Rrstu, porirrl"", poskesde",-gie* foaktek, Dokter Pralrtek

dan Klinik Bersalin);

31. Pelayanan Kesehatan Dasar adalah pelayanan kesehatan paripurna yalJ.g

dapat dilakukan di FKTP dan Jaringannya meliputi pelayanan rawat jalan'

rawat inap, kebiDanan' neonatal dan keluarga berencana;

32.Pe|ayananlangsungadalahpelayanlnylnglangsungdiberikanolehtenaga
Medis *"*uIi parlaMedis di FKTP dan Jaringannya;

33.PerjanjianKerjaSama.y*ngselan.iutnyadisebutPKSadalahdokumen
perjanjian yang ditanda 

-Brrgori" 
"f.t 

Bupati dengan kepala BPJS

Kesehatan yang mengatrrhak d'an kewajiban para pihak;
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34. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan adalah semua fasilitas kesehatan yang

menjalin kerjasaml de$!n epjs kesehatan baik fasilitas Kesehatan milik

i"-Ltit t tt, 
-Pemerintatr Daerah dan Swasta;

35. Fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah institusi pelayanan kesehatan

yang aig,rr"tr,' sebagai tt;;;-;;nyelenggaraan pelayanan kesehatan

'p."J.t" Ep.ls yangdikelola oleh pihak swasta;

36. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelayanan kesehatan

Rumah sakit dan FI(rP Berta jaringannya atas pelayanan. dan jasa yang

diberikan kepada pasien a.iil-r*"gt" tb*"*""i, diaggrosis, pengobatan,

konsultasi, .ri"it., rehabiliffi 
-rt 

"ii" 
dan/atau pelayanan kesehatan

lainnYa;

37. Pasien adalah seseoran g yaflg membutuhkan dan memperoleh pelayanan

kesehatan;

38.TenagaKesehatarradalahsetiaporangyangmengabdikandiridalam
bidang tesehatan dan *"iliiffi ;;Grri'rr; dan atau keterampilan

melatui p"rrJiaL"" di uiJ"ns t&"natarr, yang untuk jenis tertentu

memerluka* kewena'g"t ,*tfi mehkrfan ttp"y" kesehatan' antara lain

dokter, dokter gigi, dokter #*;*;-"pot"r.",'bii,,', perawat' frsioterapis'

nutrisionis, asisten aPoteker;

39. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter- spesialis, dokter gigi

spesialislulusanpendidikarrkedokteranataukedokterangigididalam
maupundiluarnegeriyangdiakt-liolehPemerintahlndonesia;

40.ParamedisadalahPerawatatauBidanyangtelahlulusujianpendidikandi
dalam maupun di luar ,r"g".i sesuai dtt'g"' peraturan perundang-

undangan Yang berlaku;

41.Tenaga Non Medis adalah petugls.ygng bekerja di sarana kesehatan untuk

menunjang pelayanan yatd!;A*'Od p"tttgl" apotik' pehrgas kesehatan

masyarakat, petugas- f..Ltt"t"t findaunEanl PlF*"" dtz1" peflrgas

laboratorium, dan lain-lain (petugas p"emLeriih, supir ambulans

darat/laut);

42.Kepal,a FKTP adalah Penanggung jawab pem'bangunan kesehatan di tingkat

Kecamatan;

43. Operasiona-l dan Manajemen adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam

pelaksanaan dan pt'g"t'd"1ian pelayanan kesehatan;

44. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya

disebutSpgB,adalatr-"rr"tp".^rrri.rt""rpersetujuanpengesahan
peod"pat"n 

-a"r, 
U"t rrja tepada piXep untuk mengesahkan pendapatan

dan/atau belanja FKTP;
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45.SuratPegesahanPendapatandanBelanjayangselanjutnyadisebutSP2I3
adalah surat yang diterbitkan oleh pprno y;q bertindak sebagai BUI)

untuk mengesahkan p.rra"p"t"" danlatai belanja FKTP berdasarkan

SP3B;

46. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat sP2D adalah

surat yang ;I["ir-"tf* ofen-ipfep"untuk'mericairkan Dana lewat Bank

;;;dtttr"ju,t ""t"ttt' 
SPM diterima oleh BUD'

BAB II

PENGELOLAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
- 

JnrrrrNAN KESEHATAN NASIoNAL

Bagian Kesatu
Pengelolaan Dana KaPitasi

Pasal 2

BPJS Kesehatan selaku penyelen gga:a 
. 
Program {Kf melakukan

pembaya."r, p"rr" Kapitasi {"n"a" FKfF berdasarkan pada jumlah peserta

;;il&aftar ai irrp sesuai data clari BPJS Kesehatan;

PembayaranDanaKapitasi-JKNkepadaFITPdilakukanolehBPJS
Kesehatan seti^f,Uulan'paling lambat tanggal 15 bulan berjalan'

Pasa1 3

KepalaFKTPmenyusunrencanapendap"]"l-danbelanjaDanaKapitasi
JKN,untukselanjutnyadisampaitzrnkepadaKepalaDinasKesehatan;

Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi dan Non

KapitasiJKNsebagaimana-dimaksudpadaayat(1),KepalaDinas
Kesehatar, *".ry,r"rfr nX6-SKPD Dinas Kesehatan, yang memuat rencana

penaapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN;

Untuk menyelen ggarakan fungsi prerbendaharaan Dana Kapitasi JKN pada

FKTP, Bupati mengangkat Bend,h.." Dana Kapitasi JKN pada masing-

masingFKTPsetiaptahunanggaranatasusulKepalaDinasKesehatan
melalui PPKD V"rg iitttapkan dengan Keputusan Bupati;

Bendahara Dana Kapitasi pada masing-masing FKTP sebagaimana

d.imaksud.padaayat(3)membukarekeningDanaKapitasiJKNyang
ditetapkandenganKeputusanBupatiyangmerupakanbagiandari
rekening BUD u-ntuk seianjutny" ai""-p"itt"" oleh Kepala FKTP kepada

BPJS Kesehatan;

Pembayaran Dana Kapitasi oleh BPJS Kesehatan ke rekening Dana Kapitasi

pada FKTP diakui sebagai pendapatan;

pendapatan sebagaimana dimak.sud pada ayat (5) digunakan langsung

untuk pelayanan fesehatan peserta JKN pada FKTP;

1.

2.

3.

4.

5.

6.



7.
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Dalam hal pendapatan Dana Kapil.asi dan Non Kapitasi tidak digunakan

seluruhnya pada tahun anggata., trerkenaan maka dapat digunakan pada

tahun anggaran berikutnYa.

Pasal 4

tsendahara Dana Kapitasi JKN pacla FKTP mencatat dan menyampaikan

realisasi pendapat.r, d"r, belanja-se'tiap bulan kepada Kepala FKTP;

Kepala FKTP menyampaikan lapo:ran realisasi pendapatan dan belanja

..u"g"i*ana dimrt "ra pada ayat. (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan

deng-an melampirkan surat pernyatzran tanggung jawab;

Berdasarkan laporan realisasi pendapatan - 
dan belanja sebagaimana

dimaksud pada ayat (21, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan sP3B

FKTP kepada PPKD;

sP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk sisa Dana

kapitasi yangbelulm digunakan pada tahun anggaran berkenaan;

Berdasarkan sP3B FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD

selaku BUD menerbitkan SP2B FKTP;

PPK-SKPD dan PPKD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja

FKTP berdasarkan SP2B.

Bagian Kedua
Pengelolaan Dana Non KaPitasi

Pasal 5

FKTP mengajukan klaim Dana Non Kapitasi kepada BPJg- Kesehatan

berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan yang diberikan di FKTP;

Pembayaran Dana Non Kapitasi oleh BPJS Kesehatan selambat-lambatnya

15 (lirna belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap oleh BPJS

Kesehatan.

Pasa-l 6

Kepala Dinas Kesehatan men]ruSun rencana pendapatan dan belanja Dana

Non Kapitasi JKN;

Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja Dana Non Kapitasi JKN

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan men]rusun

DPA-SKPD Dinas Kesehatan yang memuat rencana pendapatan dan

belanja Dana Non KaPitasi JKN;

Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharjlan Dana Non Kapitasi JKN

pada FKTp, eup#i mengangt<at fiendaharan Dana Non Kapitasi JKN pada

m.sing-masing- FKTP "itl"p tatrun anggaran atas usul Kepala Dinas

Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

1.

2.

3.
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PembayaranDanaNonKapitasiolehBPJSKesehatankeRekeningDinas
Kesehatan diakui sebagai pendapatan;

Dalam hal Dana Non Kapitasi- tidak digunakan seluruhnya pada tahr'rn

a,'ggaran U"rr.Jtt""t' *'tt" dapat difunakan pada tahun anggaran

berikutnYa'

Paszrl 7

FKTP mengajukan Surat Pertanggunsl a1r3ba1.Y"tg selanjutnya diserahkan

kepada Kepala Di'"" Kesehatan untuk diverifikasi;

BerdasarkanSuratPertanggungJawabansebagaiman-adimaksudpada
ayat (1) Kepala Dinas 

-K.""i;; menerbitkan Surat Permintaan

Pembayarar, 1Sef1 dan Surat Perintah Membayar (SPM);

SpM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kuasa BUD

sebagai dasar Penerbitan SP2D;

Berdsarkan sP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas

Kesehatan -"rr*ik Darri Uon i"pittsi dari 
"i(as 

Daerah yang selanjutnya

akan aiserafr3"n_-t e tiap-tiap if'Cfp berdasarkan Surat Pertanggung

Jawaban yang telatr disampaikan'

BAB III

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Dana KaPitasi Yang
seluruhnYa untuk :

Bagran Kesatu

Pemanfaatan Dana KaPitasi

Pasal 8

diterimaolehFKTPdariBPJSKesehatandimanfaatkan

1.

2.

3.

4.

1.

a. PembaYaran jasa PelaYanan-
b. Dukungan biaYa oPerasional

Alokasirrrrhrkpembayararrjasape}ayan.ankesehatanpadaFKTP
sebagaim.rr" ai-it ".ra 

pada iv"t trl hrlrr.rf a, ditetapkan sebesar 60%o

(e""i prf"r, p.["t"t,s) iari penerimaan Dana Kapitasi;

Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan

kesehatan ""u"gli*^rr" 
dimaksud p^a. ayat (1) huru{ b, ditetapkan

sebesar selisih ?ari besaran Oana kapitasi dikurangi dengan besaran

atokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan;

kesehatan; dan
pelayanan kesehatan"

2.

3.
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4. Besaran alokasi Dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya

operasional pelayanan keseh atan FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat

(21 6an ayat.(gt; &t"t pt"t setiap tahun dengal Keputtrsan Bupati atas

usulan Kepala 
'bi1r"* i(esehatan Kabupaten Kepulaua' Sa'gihe dengan

mempertimbangkan kebutuhan :

a. Obat, atat fesehatan dan bahan medis habis pakai sebesar 3Ooh (trga

puluh Perseratus); dan
b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebesar loo/o

(sepuluh Perseratus).

1)

2l

1.

2.

3.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Dana Non KaPitasi

Pasal 9

Dana hasil klaim Non Kapitasi yang dibayarkan BPJS seluruhnya akan

disetor ke kas daerah oleh Dinas kesehatan sebagai Pendapatan Daerah;

Dari Dana yang disetor ke kas daerah seluruhnya akan dipergunakan

untuk jasa pelayanan dan biaya operasional di FKTP;

BAB IV

JASA PELAYANAN KESF]HATAN
DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Bagian Kesatu

Jasa PelaYanan Dana X.aPitasi

Pasal 10

Alokasi Dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a, dimanfaatkan untuk
p.-6'"y"ran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga

non kesehatan yarrg melakukan pelayanan pada FKTP;

Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga

non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

mempertimbangkan variabel :

a. Jenis ketenagaan dar,f atau jabatan;
b. Kehadiran.

Variabel jenis ketenagaan d,anf atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:
;. Tenaga Medis diberi nilai 150 (seratus lirna puluh);
b. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan (Ners), diberi nilai

1OO (seratus);
c. Tenaga Kesefiatan setara S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);

{
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6.
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d. Tenaga Non Kesehatan minimal, setara D3, Tenaga Kesehatan setara

D3, atau Tenaga Kesehatan dibzrwah D3 dengan masa kerja lebih dari

1O (sepuluh) tahun, diberi nilai 40 (empat puluh);
e. Tenaga Kesehatan dibawah D3, cliberi nilai 25 (dua pulu! lima); dan

f. Tenaga Non Kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15 (lima belas)"

4. Tenaga sebagaimana dimaksud parJa ayat (2) huruf a, yang merangkap

tugas- admiriistratif sebagai Kepala FKTP, Kepala Tata Usaha, atau

Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai sebesar 30 (tiga

puluh);

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai

kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
atlu pulang sebeium waktunya yang diakumulasi
(tduh)jam, dikurangi 1 (satu) Poin;

Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan keluar oleh Kepala FKTP

dikecualikan dalam penilaian kehadliran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b;

Jumlah Jasa Pelayanan yang d.iterima oleh masing-masing Tenaga

Kesehatan d.an tenaga Non Kiselaatan dihitung dengan menggunakan

formula sebagai berikut:

Bagian Kedua

Jasa Dana lrlon KaPitasi

Pasal 1 1

1. Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal_. 9 ayat (2),

diperuntukln untuk Jasa Medis, Paramedis, Non Medis serta Jasa

Manajemen dan Operasional dengan rincian sebagai berikut :

Variabel kehadirran
sebagai berikut:
a. Hadir setiaP hari
b. Terlambat hadir

sampai dengan 7

1. Pelayanan di FKTP;
a. J""" Medis (dokter tlmllm, dokter gigi);

b. Jasa Para Medis (Perawat, Bidan);
c. Jasa Non Medis;
d. Jasa Manajemen dan Biaya t)perasional FKTP

1) Jasa Manajemen
a) Jasa KePala FKTP;
b) Jasa Bendahara JKN;
c) Jasa Tata Usaha / Staf Manajemen

2l BiaYa OPerasional FKTP

25 o/o

5s%
5 o/o

15 o/o

60 o/o

40 Yo

40 o/o

20 o/o

40 o/o

Jumlah nilai yang diperoleh oleh seseorang
X Jumlah dana jasa PelaYanan

Jumlah nilai seluruh tenaga

Keterangan :

Jumlah nilai diperoleh dari nilai rrariabel jenis ketenagaan dan/atau
jabatan ditambah nilai variabel kehadiran
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2. Pelayanan cli Pustu/ Poskesdes/Polindes;
a. Jasa PeJlaYanan Para Medis
b. Jasa Manajemen dan Biaya Operasional FKTP

1) BiaYa OPerasional FKTP
2l BiaYa Manajemen FKTP

dirinci sebagai berikut :

a) .Iasa KePala FKTP;
b) .Iasa Bendahara JKN;
c) Jasa Tata Usaha / Staf Manajemen

80 o/o

20%
40 o/o

60 o/o

40 Yo

40 o/o

20 o/o

2.

3.

2.

Jasa Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka I huruf a,

diberikan kepada Dokter yang melakukan pelayanan langsung, apabila

tidak melakukan pelay"r.r, lingsung diberi-kan jasa penangggng jawab

p"l"y"rr"., Medis ""U""". 
5 % (Li;a Perseratus) dari hasil klaim Jasa Medis

dan 20 o/o (Dua Puluh Perseratus) diberikan kepada yang melakukan

pelayanan langsung;

Jasa Para Medis sebagaimana dirrraksud pada ayat (1) angka I huruf b,

diberikan kepada p"r" medis yang melakukan pelayanan langsung'

Apabila tidak melakukan pelayan,an langsung diberikan jasa pelayanan

""b""", 
5 % (Lima Perserafus) dari hasil klaim jasa Para Medis dan 50 %

(Lima Puluh'lerseratus) diuerikan kepada Para Medis yang melakukan

pelayanan langsung;

BA'B V

BIAYA OPERASIONAL F'ELAYANAN KESEHATAN
DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

Bagiarr Kesatu

Biaya OPerasiotral Dana KaPitasi

Pasral 12

1. Alokasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan

sebagaimana dimaksud pada p,asal 5 ayat (1) huruf b, dimanfaatkan

untuk :

a. Obat, alat kesehatan
b. Kegiatan oPerasional

dan bahan rnedis habis Pakai;
pelayanarl kesehatan lainnYa.

Pengadaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana

dimiksud pada ayat (1) humf a, dapat dilakrrkan melalui Dinas Kesehatan'

dengan memperti;Uirigtcan ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan

medis habis p.k; V*ig dialokasikan oleh Pemerintah dan Pemerintah

Daerah;

Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. Upaya kesehatan perorangan b..'.rp" kegiatan promotif, preventif,

kuratif dan rehabilitatif lainnyaL;
b. Kunjungan rumah dalam rangl<a upaya kesehatan perorangan;

3.
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c. Operasional untuk FKTP keliling;

d. Bahan ".trf. 
atau alat tulis kantor; .di"/-1!1Y

." AJ*i"istrasi k"t"ng* dan sistem informasr'

Penggunaan Dana kapitas-i untuk clukungan biaya

kesehatan ""U"g"i*ana 
dimaksud pada ayat (1)

"."r"idenganketentuanperundang;-undang'

Bagian Kedua

Biaya Operasional Dana Non Kapitasi

Pasal 13

1. Biaya operasional FKTP dimanfaatkan dalam mendukung pelayanan

kesehatandalamgedungmaupunluargedungFrrPdarrJaringannya
sesuai kebutuhan pelayarrrr, li"""hatan terhadlap peserta disertai bukti

pendukung, meliPuti:
a. eendamPing Rujukan;
;. i;gg""fo dianJport upaya kesehatan perorangan;

c. Pengganti rrng tansporqsi Petugas FKTP ke Kabupaten;

d. Biaya p"-#fi* 
-oU"t, 

"f"t 
f""Et atan dan bahan rnedis habis pakai

pena*nrng pef"Vanan kesehatan di sarana kesehatan;

e. ATK FKTP;
f. Biaya akomodasi pasien lmakan pasien;

g. KomPuter SuPPlies;
h. Penggandaan;
i. e""fr""ti uang transportasi Petugas

KamPung lKeLurahan ke laPangan'

operasional PelaYanan
huruf b dilaksanakan

FKTP dan Petugas

2. Pembelian obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) trurur d, diberikan apabila !,t,= medis habis

pakai/obat yang dibutuhk""-tiJ* tersedia di instalasi Farmasi Dinas

Kesehatan Kabupaten Kepulauan sangihe (situasional), dan dapat dibeli di

toko obat/ Apotik terdekat, sesuai dengan survei harga pasar dan terdaftar

dalam ro*rirrir* nasional serta tergolong dalam obat generik.

1.

BAB VI

TARIF PADA FKTP

Pasal 14

pada FKTP meliPuti :Tarif pelaYanan kesehatan
a. Tarif KaPitasi; dan
b. Tarif Non KaPitasi.
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2. Ketentuan lebih lanjut tentang tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dalam lampiran yJg;;*p"t"" U"gi"tt y"ttg tidak terpisahkan

dari Peraturan BuPati ini'

BAB VII

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

1'KepalaFKTPbertanggungjawlb.Secaraformaldanmaterialatas
pendapat^.r-J"r, belanja o"i"i^pitasi dan nc,n kapitasi JKN;

2.BendaharaJKNFKTPmencatatsetiaptransaksikeuangandalam
pembukuan atas penerima"n i"., pengeluar"., y*g disertai dengan bukti

pendukung Yang sah'

3.PembayarandanPembukuanPengelolaanDanadilaksanakansesuai
dengan mekanisme daerah;

Pasal 15

1'LaporanpertanggungjawabanpemanfaatarrDanadibuatberdasarkan
kebutuhan, dokumen dan f";"i sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2.KepalaDinasKesehatanwajibmenyalnpaikanLaporanKeuanganTahunan
Dana JKN kepada Bupati Kepulauan Sangihe'

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupa$ ini dilalukan oleh

Kepala Oir"" 
-d"tti"t". artt f"prf" FKTP secara berjenja,g dan secara

fungsionalolehaparatrr:p.rrg"*""'i,,at"""iPemerintahKabupatenKepulauart
sangihe *"r"i aJ"gan keiendro, peraturan perun dan g-undan gan'

BAB IX

KETENTU.AN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakurrya Pegturln Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan

sangihe r,lo-o, 52 Tatrun ior+ i""t"rrg Pehrnjuk Teklis Pengelolaan Dan

pemanfaatan Dana rcapitasi 
- prog*- J.min;t Kesehatan Di Fasilitas

Kesehatan Tingkat pertama 
-lrrilit 

Femerintah Daerah Kabupaten Kepulauarr

ildh" dicabult dan dinyatakan ddak berlaku'

*
T
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Pasal 19

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
padatanggal {2 oktober ?*;5

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

HIRO

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal 1 2 Cktcber ?O15

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

-/
-/W

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015

NOMOR 1E

Y
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PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
4:] Trt'-i:ill'?ll'!s,

: i'j I'i;{;!!\ EV I -'

: t2 CliTCBljA ?015

: PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN

PEMANFAATAN DANA TEFiTESI DAN NON KAPITASI

PR.GRAM Jal,,TTNaN KESEHATAN NASIONAL DIFASILITAS

KESEHATAN 
--irr.rcxar pEntaNna MILIK PEMERINTAH

DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE'

STANDAR TARIF KAPITASI DAN NON KAPITASI PADA

FASILITAS 
_ 

KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

SANGIHE.

A.

B.

|ilf[?%Hi Kapitasi di FKrp atau yans setara sebesar Rp. 6000 (enam

ribu ruPiah).

Tarif Non KaPitasi

1. Pelayanan Ambulans 
^*L,,,rans ;i. i tarif yang

Penggantian biaya pelayanan ambulans dibayarkan sesLla:

berli-ku (riil cost) di daerah setempat'

Kefarni,asian

3. PelaYanan Skrining Kesehatan

2.

Harga dasar satuan obat

< Rp. 5O.OOO
rn .'r.rr ^^*-oi Apnoqn Rn 25O-OO0

Faktor PelaYanan
Kefarmasian

o,28
o,26

n- ^En rrrr^ oamnai Aet-toet't Rn- 5O0.000 o,2l

R-p. sooooo s"mpai a"ne'n ng r'ooo'ooq - -

-Rp. 

l.ooosoo ""n 
p.i d"ngo. Bp. 5.009.-099-

@a"tgrnnP' ro'ooo'ooo

> Rp. 1O.OO0.0OO

o,16
0,1 1

O,O9

o,o7

+

Standar tarif (RP.)
Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan Penunj ang IVA

Pemeriksaan PaP Smear

Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu (GDS)

Pemeriksaan Gula Darah Puasa (GDP)

Pemeriksaan Gula Darah Post Pradiaf (GDPP)

Terapi Krio untuk Pemeriksaan IVA (+)
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4. Tarif Rawat Inap

5. Pelayanan KebiDanan, Neonatal dan Keluarga Berencana

6. Pelayanan Darah

Biaya bahan medis habis pakai pada pelayanan darah termasuk set
transfusi sudah termasuk dalam paket rawat inap per hari.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

Jenis Pelayanan Volume Standar Tarif (Rp.)

Rawat Inap 1 (satu) Paket 120.000 I Hari

Jenis Pemeriksaan / Pelayanan Volume
Standar Tarif

(Rp.)

Pemeriksaan ANC
lPaket, minimal4
kali pemeriksaan 200.oo0

Persalinan Norma] 1 (satu) Paket 600.000

Persalinan Normal dengan Tindakan
Emersensi dasar

1 (satu) Paket
750.000

Pemeriksaan PNC
1 (satu) Paket, 2
kali kuniunearr 25.O00

Tindakan Pasca Persalinan 1 (satu) Paket 175.O00

Pelayanan Pra Rujukan pada
komplikasi kebiDanan dan neonatal

1 (satu) Paket
125.OOO

Pemasangffr I pencabutan
IUD/Implan

1 (satu) kali
tindakan 100.000

Suntik KB 1 (satu) kali suntik 15.000

Penanganan komplikasi KB 1 (satu) kali
tindakan 125.OO0

Pelayanan KB MOP/Vasektomi
1 (satu) kali
tindakan 350.OO0

Jenis Pemeriksaatl
Pelayanan

Volume Standar Tarif (Rp.)

Pelayanan Darah 1 (satu) Paket 360.O00/bag

+


